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Jenis dan Tarif Pajak di IKN
Jenis Pajak Tarif (%)
Pajak Kendaraan Bermotor
 Kepemilikan Pertama Maksimal 2
 Kepemilikan Kedua dan Seterusnya Maksimal 10
 Angkutan Umum Maksimal 0,5
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Maksimal 20
Pajak Alat Berat Maksimal 0,2
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
 Kendaraan Pribadi Maksimal 10
 Khusus Kendaraan Umum Maksimal 50
Pajak Air Permukaan Maksimal 10
Pajak Rokok 10 (dari cukai)
Pajak Bumi dan Bangunan
 Tarif Umum Maksimal 0,5
 Lahan Produksi Lebih Rendah
Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan Maksimal 5
Pajak Barang dan Jasa Tertentu
 Tarif Umum Maksimal 10%
 Diskotek, Bar, dan sejenisnya 40—75
Pajak Barang dan Jasa Tenaga Listrik
 Konsumsi Industri Maksimal 3
 Konsumsi Pribadi Maksimal 1,5
Pajak Reklame Maksimal 25
Pajak Air Tanah Maksimal 20
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Maksimal 25
Pajak Sarang Burung Walet Maksimal 10
Sumber: UU No. 3/2022, PP No. 17/2022

Ketentuan Pajak IKN
• Pajak Khusus IKN adalah kontribusi wajib kepada Otorita Ibu Kota  
 Nusantara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang   
 bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.
• Subjek Pajak Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara orang pribadi atau  
 badan yang dapat dikenakan Pajak Khusus IKN.
• Wajib Pajak Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara adalah orang pribadi  
 atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan   
 pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan  
 sesuai dengan ketentuan peraturan perllndang-undangan.
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pajak dan retribusi khusus di 
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hukum yang kuat.
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F
aktanya, payung 
hukum yang meng-
atur pungutan pajak 
dan retribusi di 
pusat pemerintahan 
baru telah diun-

dangkan pada 2022.
Ada dua beleid yang bisa 

dijadikan pijakan yakni UU 
No. 3/2022 tentang Ibu Kota 
Negara dan PP No. 17/2022 
tentang Pendanaan dan Penge-
lolaan Anggaran dalam rangka 
Persiapan, Pembangunan, dan 
Pemindahan Ibu Kota Negara 
serta Penyelenggaraan emerin-
tahan Daerah Khusus Ibu Kota 
Nusantara.

Dari aspek legal, PP No. 
17/2022 merupakan produk 
hukum turunan dari UU No. 
3/2022 yang mengatur meka-
nisme hingga tarif atas pajak 
dan retribusi di Ibu Kota Ne-
gara (IKN) Nusantara. Regulasi 
itu pun diberlakukan pada 18 
April 2022.

Sejatinya, pungutan pajak 
khusus IKN bisa dieksekusi 
pada tahun ini. Namun, masih 
belum mengeksekusi hal ter-
sebut. Pemerintah pusat pun 
mengakui bahwa pungutan atas 
pajak belum bisa ditarik.

“Tahun pertama ini [2023] ke-
mugnkinan belum ada pungut-
an pajak khusus [di IKN],” kata 
Direktur Harmonisasi Peraturan 
Penganggaran Ditjen Anggaran 
Kementerian Keuangan Didik 
Kusnaini, Selasa (7/3).

Tertundanya pungutan khusus 
ini amatlah disayangkan. Mu-
sababnya, ada banyak potensi 
penerimaan yang bisa dipungut 
oleh Otorita IKN untuk me-
menuhi besarnya kebutuhan 
megaproyek maupun operasio-
nal di kawasan tersebut.

Sebut saja Pajak Kendaraan 
Bermotor (PKB), Bea Balik 
Nama Kendaraan Bemrmotor 
(BBNKB), Pajak Rokok, serta 
pajak dan retribusi lainnya.

Jelas potensi penerimaan yang 
bisa dikantongi pun amatlah 
besar. Apalagi, pemerintah telah 
menyusun besaran tarif pada 
masing-masing jenis pajak itu.

Mundurnya eksekusi ini 
juga akan berpengaruh terha-
dap kapasitas fi skal Nusantara, 
yang jelas sangat cekak karena 
nihilnya pendapatan asli daerah. 

Tentu kondisi ini akan linier 
dengan beban pemerintah pusat.

Sepanjang Otorita IKN tak 
memiliki pemasukan, maka 
kebutuhan pendanaan untuk 
pembangunan proyek, operasi-
onal pejabat, hingga adminis-
trasi akan menyedot Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN).

Memang, dari sisi pemba-
ngunan pemerintah masih me-
miliki opsi di luar APBN. Mi-
salnya melalui investasi swasta 
maupun kerja sama pemerintah 
dan badan usaha.

Persoalannya, IKN terbi-
lang sepi peminat. Tak pelak, 
pembangunan sementara pun 
masih mengandalkan APBN, 
tepatnya melalui kementerian 
dan lembaga (K/L).

Ada beberapa K/L yang da-
nanya tersedot habis di Nusan-
tara, di antaranya Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumah-
an Rakyat, serta Kementerian 
Perhubungan.

“Tentu di awal ini sebagian 
besar pelaksaan untuk penye-
lenggaran IKN dari APBN, [ter-
masuk] Otorita IKN dan pem-
bangunan IKN,” kata Didik.

Apabila ditelaah, sesungguh-
nya Otorita Nusantara memiliki 
keleluasaan yang tinggi untuk 
meningkatkan penerimaan. Ala-
sannya, pajak dan retribusi IKN 
berlaku secara mutatis mutan-
dis. Artinya, Kepala Otorita IKN 
dapat melakukan improvisasi.

Kewenangannya pun tidak 
terbatas pada ketentuan menge-
nai objek, subjek, wajib pajak 
atau retribusi, dasar pengena-
an, dan tarif pajak daerah dan 
retribusi daerah sebagaimana 
telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan.

Sayangnya, soal kebijakan 
pemungutan pajak ini acap kali 
dikesampingkan. Tak hanya 
oleh Otorita, bahkan pemerin-
tah pusat. Selama ini, pemang-
ku kebijakan hanya berfokus 
pada ketentuan pajak lainnya 
di IKN.

Ketentuan itu adalah me-
lekatnya kewenangan Otorita 
Nusantara untuk memberikan 
relaksasi tarif maupun insentif 
pajak dengan tujuan menarik 
minat investor.

Sebenarnya, hal ini pun 

juga memiliki risiko. Apalagi, 
pejabat di IKN memiliki legali-
tas untuk mengelola anggaran 
secara mandiri. Permasalahan 
yang mun-
cul kemudian 
adalah ketika 
anggaran peneri-
maan tak mam-
pu menutupi 
belanja maka 
lagi-lagi APBN 
yang harus 
menanggung 
beban.

Terlebih, jika insentif yang 
ditebar tak terukur, sehingga 

makin kedodoran ruang fi skal 
Otorita Nusantara.

“Jangan sampai pada akhir-
nya membutuhkan transfer 
daerah dari APBN yang lebih 
besar untuk menutup defi sit 
anggaran IKN,” kata Direktur 
Center of Economic and Law 
Studies Bhima Yudhistira.

Sinyal tekornya fi skal Nusan-
tara pun terlihat dari kebijakan 
obral insentif yang disusun 
oleh pemerintah setempat.

Tax holiday, misalnya, yang 
bisa dimanfaatkan tanpa adanya 
batasan nilai investasi. Padahal, 
dalam ketentuan yang selama 
ini berlaku tax holiday dapat 
dimanfaatkan dengan nilai in-
vestasi minimal Rp500 miliar.

Selain perbedaan skema 
insentif untuk menarik inves-
tasi, pemerintah juga 
menawarkan 

diskon Pajak Penghasilan (PPh) 
Badan hingga 100% pada 10 
tahun pertama.

Becermin dari fakta dan kon-
disi di atas, keleluasaan Otorita 
IKN dalam mengutak-atik kebi-
jakan pajak sangatlah krusial. 
Hak besar di bidang pajak ini 
bak pedang bermata dua. Di 
satu sisi bisa meningkatkan 
kapasitas fi skal Nusantara, 
sementara di sisi lain berisiko 
membebani APBN.

Agar fungsi Otorita IKN 
lebih elegan, pungutan pajak 
pun perlu segera dieksekusi. 
Meskipun pada tahun pertama 
potensi penerimaan terbatas, 
setidaknya hal itu menunjuk-
kan keseriusan pejabat setem-
pat dalam mengelola pusat 
pemerintahan baru.

Jauh lebih penting dari itu, 
pungutan segera pajak dan 
retribusi khusus IKN akan 
meringankan fi skal negara 
yang telah ‘compang-camping’ 
menanggung belanja Nusan-

tara. 
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2022 20222021 2021

ASET

ASET LANCAR

Jumlah Aset Lancar  4.904.800.490.247  4.217.360.162.330

ASET TIDAK LANCAR

Goodwill  

Jumlah Aset Tidak Lancar  2.683.639.841.998  2.812.288.117.685

JUMLAH ASET  7.588.440.332.245  7.029.648.280.015

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek  3.795.391.008.899  3.555.623.197.732

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang  642.722.607.392  494.741.701.367

JUMLAH LIABILITAS  4.438.113.616.291  4.050.364.899.099

EKUITAS

JUMLAH EKUITAS  3.150.326.715.954  2.979.283.380.916

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS  7.588.440.332.245  7.029.648.280.015

PENDAPATAN 

HARGA POKOK PENDAPATAN

LABA KOTOR  612.382.823.023  452.295.379.847

LABA SEBELUM PAJAK

 PENGHASILAN  192.941.358.059  156.800.353.770

(BEBAN) PAJAK

 PENGHASILAN (11.279.742.435)  (9.987.168.433)

LABA BERSIH TAHUN

 BERJALAN  181.661.615.624  146.813.185.337

PENGHASILAN

 KOMPREHENSIF LAIN

Pos yang tidak akan

 ke laba rugi  -  -

Jumlah Penghasilan

 Komprehensif Lain Tahun

 Berjalan Setelah Pajak  7.557.239.062  10.781.126.516

JUMLAH PENGHASILAN

 KOMPREHENSIF TAHUN

 BERJALAN  189.218.854.686  157.594.311.853

Jumlah Laba Tahun Berjalan

 yang Dapat Diatribusikan

 kepada:

    181.661.615.624  146.813.185.337

Jumlah Penghasilan

 Komprehensif yang Dapat

 Diatribusikan kepada:

    189.218.854.686  157.594.311.853

LABA DASAR PER SAHAM   9,85  7,52

ARUS KAS DARI AKTIVITAS

 OPERASI

 Kas yang dihasilkan dari

  operasi  456.987.901.931  464.965.873.486

Kas Bersih Diperoleh dari

 Aktivitas Operasi  311.091.832.031  235.481.989.040

ARUS KAS DARI AKTIVITAS

 INVESTASI

Kas Bersih Diperoleh dari

 (Digunakan untuk) Aktivitas

 Investasi  (76.353.897.258)  (41.076.091.430)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS

 PENDANAAN

Kas Bersih (Digunakan untuk)

 Aktivitas Pendanaan  (184.510.925.600)  (73.730.740.533)

KENAIKAN (PENURUNAN)

 BERSIH - KAS DAN

 SETARA KAS  50.227.009.173  120.675.157.077

KAS DAN SETARA KAS -

 AWAL TAHUN  255.387.879.363  134.712.722.286

KAS DAN SETARA KAS -

 AKHIR TAHUN  305.614.888.536  255.387.879.363
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